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ABSTRAK

NUR HIKMAH ,2018 . Pengaruh pajak penghasilan pasal 25 Terhadap
Devidend Payout Ratio pada PT.Telkom (Persero) Tbk, Skripsi.di bimbing oleh

Andi Rustam dan Amran.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pajak penghasilan pasal 25
terhadap devidend payout  ratio pada PT.Telkom (persero) Tbk.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex-
post facto, untuk itu variabel  bebasnya yaitu pajak penghasilan pasal 25  yang diukur
dengan rupiah (Rp) dan variabel terikatnya yaitu dividend payout ratio yang diukur
dengan rasio saham dan selanjutnya diubah kedalam persen (%).populasi penelitian ini
adalah laporan keuangan konsolidasi dalam hal ini laporan laba rugi dan laporan
perubahan modal pada PT.Telkom (persero) Tbk.dengan sampel yaitu laporan keuangan
konsolidasi berupa laporan laba rugi dan laporan perubahan modal 2012-2016 pada
PT.Telkom (persero)Tbk.pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi,data
yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi ,korelasi dan
uji –t .

Hasil penelitian adalah persamaan regresi maka diperoleh Y = -90,429 + 4,413X
,yang berarti setiap penambahan variabel bebas ( pajak penghasilan pasal 25) sebanyak
1% .berdasarkan hasil uji –t diperoleh nilai t -hitung sebesar = 2,155 sedangkan nilai t-
tabel pada taraf signifikan 95% ( α =0,05) dan dk = n -2 (5-2) = 3, diperoleh nilai  3,182.
Hal ini menunjukkan bahwa t –hitung  lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,897 ˃ 3,182 .selain
itu probabilitas pajak penghasilan (X) sebesar 0,120 ˂ α = 0,05 , maka hipotesisnya yaitu
pajak penghasilan pasal 25 tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio pada
PT.Telkom (persero) Tbk.

Kata kunci: Pph pasal 25 ,Dividend Payout Ratio, Uji T.
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ABSTRACT

NUR HIKMAH, 2018. The effect of income tax on the Devidend Payout Ratio
in PT.Telkom (Persero) Tbk, Thesis guided

by Andi Rustam and Amran.

The problem in this research is how the effect of income tax article 25 to devidend
payout ratio at PT.Telkom (persero) Tbk.

This research method is quantitative research with ex-post facto
approach, for that independent variable is income tax article 25 which measured
by rupiah (Rp) and dependent variable that is dividend payout ratio measured by
stock ratio and then converted into percent (%). the population of this study is the
consolidated financial statements in this case the income statement and the report
changes in the capital of PT.Telkom (persero) Tbk. wth sample of the
consolidated financial statements in the form of income statement and report
changes in 2012-2016 capital at PT.Telkom (Persero) Tbk.data collection is done
by documentation technique, the data has been collected processed by using the
technique of regression analysis, correlation and test -t.

The result of research is the regression equation then obtained Y = -
90,429 + 4,413X, which means every addition of free variable (income tax article
25) as much as 1%. Based on result of t-test obtained t-value equal to = 2,155
while t-table value at 95% significant level (α = 0,05) and dk = n -2 (5-2) = 3,
obtained value 3,182. This shows that t-count smaller than t-table is 1.897 ˃
3.182. Besides that the income tax probability (X) of 0.120 ˂ α = 0.05, then the
hypothesis that income tax article 25 does not affect the dividend payout ratio at
PT .Telkom (Persero) Tbk.

Keywords: Pph Article 25, Dividend Payout Ratio, T Test.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun

terakhir ini sangat diwarnai dengan upaya meningkatkan pemulihan dari

krisis ekonomi dan keberhasilannya sangat tergantung dari upaya yang di

lakukan pihak pemerintah maupun pihak swasta .salah satu upaya yang

dapat di lakukan oleh pemerintah melalui sektor perpajakan ,sedangkan

bagi sektor swasta yang menawarkan sahamnya melalui pasar modal yang

dapat memicu reaksi dari investor dengan adanya pemungutan pajak yang

di laksanakan oleh pemerintah .

Sebab investasi memiliki dua di mensi yaitu resiko dan

pengembalian .high risk high retum, yaitu semakin tinggi keuntungan yang

ingin di capai maka semakin tinggi pula resiko yang menanti. Pada

umumnya perusahaan  dalam melakukan kegiatan usahanya bertujuan

untuk memperoleh laba yang maksimal,laba merupakan balas jasa atau

resiko dan ketidak pastian atas modal yang ditanamkan dalam suatu

perusahaan .laba persaham merupakan alat ukur yang berguna untuk

membandingkan dari berbagai satuan usaha yang berbeda dari waktu ke

waktu,salah satu jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah adalah pajak

penghasilan pasal 25 yang pengenaanya di hitung dari laba perusahaan.

PT.Telkom (Persero) Tbk adalah salah satu badan usaha milik

Negara (BUMN) sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi .PT.Telkom
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(persero) Tbk pada saat ini merrupakan salah satu perusahaan terbesar di

Indonesia yang setiap tahunnya memperoleh laba yang sangat besar dan

selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun.peningkatan laba yang

diperoleh mengakibatkan pajak penghasilan yang akan di keluarkan

semakin besar dan deviden yang akan di bagikan kepada pemengang

saham menjadi kecil. Meningkatnya pajak penghasilan yang dibayarkan

oleh PT.Telkom (persero) Tbk .akan mengakibatkan menurunnya deviden

yang akan di bagikan .

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak langsung yang di pungut

oleh pemerintah pusat terhadap subjek pajak atas pendapatan atau

penghasilan yang di terima dalam suatu tahun pajak,dan merupakan

penerimaan atau pendapatan negara dalam jangka panjang maupun jangka

pendek dan sebaliknya bagi PT.Telkom (persero) Tbk. Merupakan

pengeluaran yag harus di bayar sendiri oleh PT.Telkom (persero)

Tbk.untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan apabila perusahaan

mendapatkan laba .

Deviden merupakan distribusi dari income yang di peroleh

perusahaan kepada para pemegang saham ,pembayaran deviden ini

bukanlah merupakan biaya yang dapat  di gunakan untuk mengurangi

pajak dan dananya di ambil dari laba bersih sesudah pajak .deviden

merupakan suatu pembayaran  yang sifatnya permanen atas modal yang di

serahkan oleh pemengan saham atau milik saham apabila rasio ini makin

besar ,maka telah di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk
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memilih judul, “Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 25 Terhadap

Deviden Payout Ratio Pada PT.Telkom (persero) Tbk ”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas ,maka rumusan masalahnya adalah :

“Apakah Pajak Penghasilan Pasal 25 mempunyai Pengaruh terhadap

Dividend Payout Ratio pada PT.Telkom (Persero) Tbk. ?” .

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pengaruh tingkat Pajak

Penghasilan Pasal 25 terhadap Dividend Payout Ratio pada PT.Telkom

(Persero) Tbk.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Untuk memperdalam serta memperluas pengetahuan dan

pemahaman penulis mengenai topik pengaruh pajak penghasilan

pasal 25 terhadap dividend payout ratio pada PT.Telkom (persero)

Tbk.

b. Sebagai masukan bagi perusahaan baik pihak manajemen dalam

pengelola perusahaan maupun pihak pemegang saham dalam

mengambil keputus investasi.

c. Sebagai bahan referensi bagi pihak –pihak yang ingin melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama .
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PAJAK

1. Definisi Pajak

Pembangunan Nasiaonal adalah kegiatan terus menerus dan

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyak

baik materil maupun spiritual . untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu

banyak memperhatikan masalah pembiyaan pembangunan, salah satu usaha

untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan

yaitu mengenai sumber  dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak

,pajak di gunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi

kepentingan bersama .

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4) menyatakan bahwa pajak adalah

iuran kepada negara (yang dapat di paksakan ) yang terutang oleh yang wajib

membayar nya menurut peraturan –peraturan ,dengan tidak mendapat prestasi

kembali ,yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara

yang menyelenggarakan.

Menurut Soemitro dan Mardiasmo (2000:1) menyatakan bahwa

pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat di paksakan ) dengan tiada  mendapat jasa timbale (kontraprestasi )
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yang langsung dapat di tunjukkan dan ada yang dapat digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Dari defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa pajak adalah iuran

wajib yang harus di bayar oleh wajib pajak kepad a kas negara , yang

sifatnya dapat di paksakan serta tidak mendapat jasa timbale balik , dan dana

ini digunakan untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum negara .

2. Fungsi pajak

Menurut Siti Resmi (2003:2) fungsi pajak terbagi menjadi dua bagian

yaitu:

a. Fungsi Budgeteir (sumber keuangan negara )

Pajak mempunyai fungsi budgeteir artinya pajak merupakan salah

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan .sebagian besar keuangan negara ,pemerintah berupa

memasukkan uang sebanyak –banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi Regurend (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak itu sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidansosial dan

ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan .

3. Jenis Pajak

Menurut  Siti Resmi (2003:6) jenis pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Menurut Golongannya
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1) Pajak langsung adalah pajak yang harus di pikul atau di tanggung oleh

wajib pajak yang tidak dapat di limpahkan atau di bebankan kepada orang

lain atau pihak lain.

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya  dapat dibebankan

atau di limpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi pembayaran barang atau

jasa.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak subyektif adalah pajak y ang pengenaanya memperhatikan kepada

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan

subyeknya.

2) Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan kepada

obyek baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan

keadaan pribadi subyek pajak (wajib pajak) maupun tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di

gunakan untuk membiayai rumah tangga negara

2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan di

gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .
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4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006;6) mengemukakan ada tiga cara

pemungutan pajak yaitu:

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel nyata adalah Pengenaan pajak di dasarkan pada objek (penghasilan

yang nyata) sehingga pengumutannya baru di lakukan pada akhir tahun

pajak ,yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui .

2) Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan

yang diatur oleh undang-undang.

3) Stelsel campuran merupakan kombinasi antara nyata dan stelsel

anggapan . pada awal tahun, besarnya pajak di hitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak di sesuaikan dengan

keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut anggapan ,maka

wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya

dapat di minta kembali.

b. Asas pemungutan pajak Asas domisili (asas tempat tinggal )

1) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya ,baik berasal dari dalam negeri

maupun luar negeri .asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber artinya negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan

yang bersumber  di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib

pajak .
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3) Asas kebangsaan artinya Pengenaan pajak di hubungkan dengan

kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan pajak

1) Official assessment system adalah suatu system pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

terutang oleh wajib pajak . Ciri- cirinya adalah

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus .

b) Wajib pajak bersifat pasif

c) Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi

wewenang Kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

terutang.Ciri –cirinya adalah

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada  pada wajib

pajak sendiri.

b) Wajib pajak akhir mulai dari menghitung ,menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutama.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi .

3) with holding system Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan

Wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajakYang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Oleh wajib

pajak .ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak Terutang ada

pada pihak ketiga ,pihak selain fiskus dan wajib pajak .
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5. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak  langsung yang di

pungut Pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara sebagai pajak

langsung .maka pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap

kumpulan penghasilan yang di peroleh atau yang diterimah oleh wajib pajak

selama satu tahun pajak

Menurut Siti Resmi (2003;74) menyatakan bahwa “pajak penghasilan

adalah pajak yang di kenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di

diterimah atau di peroleh dalam suatu tahun pajak”.Menurut ikatan akuntan

Indonesia (IAI) (1999;46,1), Menyatakan bahwa “pajak penghasilan adalah

pajak yang di hitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini di

kenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan .pajak penghasilan

merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari

pendapatan rakyat , pemungutanya telah di atur dengan undang – undang

sehingga dapat memberikan kepastian hokum sesuai dengan kehidupan

didalam Negara yang berdasarkan  hukum.

6. Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo dan Dan Ilyas (2003;143) jenis pajak penghasilan

terbagi atas 6 yaitu.:

a. Pajak penghasilan pasal 21 ( PPh pasal 21)

PPh pasal 21 merupakan pajak penghsilan yang di kenakan atas

penghasilan berupa gaji ,upah ,honorium, tunjangan dan pembayaran lain
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dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang

oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Pajak penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22)

PPh pasal 22 adalah pajak yang di pungu t oleh bendaharawan

pemerintah .baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ,instansi atau

lembaga pemerintah atau lembaga – lembaga negara lainnya berkenaan dengan

pembayaran atas penyerahan barang , dan badan –badan tertentu baik badan

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau

kegiatan di bidang usaha lainnya.

c. Pajak penghasilan pasal 23 ( PPh pasal 23)

PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas

penghasilan yang di terimah atau di peroleh wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap yang berasal dari pemodal, penyerahan jasa atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong oleh pajak

penghasilan pasal 21 ,yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah

atau subjek pajak dalam negeri , penyelenggara kegiatan ,bentuk usaha tetap atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. Pengkreditan pajak Luar Negeri ( PPh pasal24 )

PPh pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau di bayarkan di luar

negeri atas penghasilan yang di terimah atau di peroleh dari luar negeri yang dapat

di kreditkan terhadap pajak pengasilan atas seluruh penghasilan di Indonesia

.pengkreditan pajak yang di maksudkan dalam pasal 24 ini yaitu untuk
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menghindari pajak berganda ,tetapi jumlah yang di kreditkan tidak melebihi

perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang –undang pajak penghasilan .

e. Pajak penghasilan pasal 25 ( PPh pasal 25 )

PPh pasal 25 adalah angsuaran pajak penghasilan yang harus di bayar

sendiri oleh wajib pajak utuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan .angsuran

pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap

pajak yang terutang atas segala seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun

pajak yang di laporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak

penghasilan .

f. Pajak penghasilan pasal 26 ( PPh pasal 26 )

PPh pasal 26 adalah pajak yang diterimah atau di peroleh wajib pajak

luar negeri dari Indonesia , selain penghasilan usaha yang di peroleh melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia ,maka di potong PPh pasal 26.

7. Pajak penghasilan pasal 25

Menurut Mardiasmo(2002;201):“pajak penghasilan pasal 25 adalah

undang – undang pajak penghasilan yang mengatur tentang perhitungan besarnya

angsuran bulanan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun

berjalan.”

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003;207) menyatakan bahwa PPh pasal 25

adalah angsuran pajak penhasilan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak

untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan .angsuran pajak penghasilan pasal

25 tersebut dapat di jadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas
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seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang di laporkan dalam

surat pemberitahuan ( SPT ) tahun pajak penghasilan .”

Dari defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 25

adalah perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus di bayar oleh wajib

pajak dalam tahun berjalan yang di laporkan dalam surat pemberitahuan (SPT)

Tahunan pajak  penghasilan .

8. Dasar Hukum

Peraturan perundang –undangan yang mengatur pajak penghasilan pasal

25 di Indonesia adalah UU NO .7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan

UU NO.7 Tahun 1991,UU NO.10 Tahun1994 dan terakhir UU NO.17 Tahun

2000,selanjutnya aturan pelaksanaan  di perbaharui yaitu:

a. Keputusan menteri keuangan Nomor 522/kmk.04/2000 tanggal 14 Desember

2000 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak

berjalan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak baru ,Bank,Sewa guna

,Usaha dengan Hak Opsi,BUMN,BUMD,dan Wajib Pajaklainnya termasuk Wajib

Pajak Orang Pribadi, Pengusaha tertentu .keputusan ini telah di ubah dengan

keputusan Menteri Keuangan  Nomor 394 /KMK.032/2001 Terakhir di adakan

perubahan  kembali dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor

84/KMK.03/2002 Tanggal 8 Maret 2002.

b. Keputusan Direktur  Jenderal Pajak (DJP) Nomor 210/Pj/2001 Tanggal 12 Maret

2001 mengatur masalah besarnya pembayran angsuran bulanan PPh pasal 25

dalam masa transisi tahun pajak 2001.
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c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep .537/Pj/ 2000 Tanggal 29 Desember

2002 tentang perhitungan besar Angsuran Pajak dalam tahun berjalan dalam hal-

hal tertentu.

9. Subjek Pajak

a. Subjek pajak penghasilan

subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi

untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk di kenakan pajak

penghasilan yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat 2

undang –undang pajak penghasilan No 17 adalah:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang

berada di Indonesia lebih dari 188 hari dalam jangka waktu 12 bulan ,atau

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia .

2) Badan yang di dirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak .

b. Objek pajak penghasilan.

Menurut Siti Resmi (2003:78) Menyatakan bahwa objek pajak penghasilan

dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak

penghasilan dapat di kelompokkan :

1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas seperti,

gaji, honorarium, penghasilan.dari dari praktek dokter,notaris ,akunntan

pengacara dan lain sebagainya.

2) penghasilan dari usaha dan kegiatan
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3) penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti bunga

deviden,royalty,sewa ,keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak di

pergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.

Jenis penghasilan yang di kenakan pajak atau disebbut objek pajak sesuai

dengan pasal 4 ayat (1) UU PPh dikelompokkan sebagai berikut :

1) penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di

terimah atau di peroleh ter masuk gaji ,upah ,tunjangan , honorarium, komisi,

bonus grafikasi ,uang pension,atau imbalan dalam bentuk  lainnya ,kecuali

ditentukan lain dalam undang-undang.

2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan termasuk

dalam pengertian hadiah adalah hadiahdari undian,pekerjaan,dan kegiatan

seperti undian dari tabungan ,hadiah dari pertandingan olah raga dan lain

sebagainya.yang di maksud dengan penghargaan adalah imbalan yang di berikan

sehubungan dengan kegiatan tertentu misalnya yang diterima sehubungan

dengan penemuan benda –benda purbakala.

3) .laba usaha, menurut akuntansi, laba usaha merupakan penjualan di kurangi

dengan harga pokok penjualan dan biaya –biaya usaha.

4) keuntungan karena penjualan atau penghasilan harta termasuk :

a) Keuntungankarena pengalihan harta kepada perseroan, peleburan,

persekutuan.

b) Keuntungan yang diperoleh perseroan ,persekutuan ,dan badan lainya karena

pengalihan harta kepada pemegang saham,sekutu atau anggota.
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c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, pengambil alihan usaha.

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah ,bantuan sumbangan

kecuali di berikan kepada kaluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau

derajat ,dan badan keagamaan atau badan pendidikan badan sosial atau

pengusaha kecil termasuk koperasi yang di tetapkan oleh menteri keuangan

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan ,kepemilikan atau

penguasaan antara pihak –pihak yang bersangkutan .

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya,

pengembalian pajak yang telah di bebankan sebagai biaya yang telah

menghitung penghasilan kena pajak merupakan objek pajak .

6) Bunga termasuk premium diskonto dan imbalan lain karena jaminan

pengembalian utang ,premium terjadi apabila surat obligasi di atas nilai

nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi di beli di bawa

nilai nominalya ,premium tersebut merupakan penghasilan bagi pihak yang

menerbitkan ( menjual) dan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang

membeli obligasi tersebut .

7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi, deviden merupakan bagian laba yang diterimah atau di peroleh

pemegang saham atau pemengang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha

koperasi yang di peroleh anggota koperasi.
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8) Royalti

a) Hak atas harta tak berwujud

b) Hak atas harta berwujud

c) Informasi

9) sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta termasuk dalam

pengertian sewa adalah imbalan yang diterimah atau di peroleh dengan nama

dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta

tak bergerak , misalnya sewa mobil sewa rumah ,sewa kantor ,sewa gudang

dan lain sebagainya.

10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11) keuntungan karena pembebasan utang kecuali dengan jumlah tertentu yang di

tetapkan dengan peraturan pemerintah ,pembebasan utang, oleh pihak yang

berpiutang.dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang beruntung, sedangkan

bagi pihak yang berpiutang dapat di bebankan sebagai imbalan

12) keuntungan sebagai selisih kurs mata uang asing . atas keuntungan yang

diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing pengenaan pajaknya di kaitkan

dengan system pembukuan yang di anut oleh wajib pajak di lakukan dengan

secara taat asas.

13) selisih lebih Karena penilaian kembali aktiva

14) premi asuransi

15) iuran yang diterimah atau di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16) tambahan kekayaan netto yag berasal dari penghasilan yang belum dikenakan.
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10. Tarif pajak

Untuk menentukan beban pajak dalam satu tahun,maka jumlah laba atau

Penghasilan kena pajak di kalikan dengan tarif pajak yang proporsional dan yang

berlaku sebagiamana yang di atur dalam pasal 17 ayat (1) undang- undang

perpajakan .yang di maksud dengan tarif pajak adalah tariff untung menghitung

besar pajak yang terutang ( pajak yang harus di bayar ),besar tarif pajak dapat

dinyatakan dalam persentase dalam pajak penghasilan persentase dapat di bedakan

:

a. Tarif marginal ,persentase tarif  ini berlaku untuk suatu kenakan dasar pengenaan

pajak.

b. Tarif efektif,persentase tarif ini berlaku atau harus di terapkan atas dasar

pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif  pajak di

kenal ada empat  macam tarif :

a. Tarif pajak proporsional / sebanding yaitu tariff pajak yang berupa persentase

tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

b. Tarif pajak progresif adalah tariff pajak yang persentasenya menjadi lebih besar

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaanya yang semakin besar . tarif

penghasilan yang berlaku di Indonesia untu wajib pajak badan sesuai dengan pasal

17 ayat 1 bagi undang-undang perpajakan ,besarnya tarif adalah sebagai berikut :

1) Sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)



18

2) 10%(sepuluh persen Diatas Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) s/d Rp

100.000.000,-(seratus juta rupiah ) 15%(lima belas persen) Diatas Rp

100.000.000,-(seratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen)

c. Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun  apabila

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif pajak tetap adalah tarif yang berupa jumlah yang sama tetap( sama besar)

terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak .oleh karena

itu,besarnya pajak yang terutang tetap .sebagaimana contoh tarif Bea Materai.

B. Deviden

1. Definisi Deviden

Deviden merupakan bagian laba yang di peroleh pemegang saham atau

pemengang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang di

peroleh anggota koperasi .termasuk dalam pengertian deviden adalah :

a. pembagian laba naik secara langsung atau tidak langsung ,dengan Nama dan

dalam bentuk apapun

b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah moda yang di setor;

c. pemberian saham bonus yang di lakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus

yang berasal dari kapitalisasi agio saham;

d. pembagian laba dalam bentuk saham;

e. pencatatan tambahan modal yang di lakukan tanpa penyetoran;

f. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang di terimah atau di peroleh

pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang

bersangkutan;
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g. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang di setorkan , jika

dalam tahun- tahun yang lampau di peroleh keuntungan ,kecuali jika pembayaran

kembali itu adalah akibat dari pngecilan modal dasar (statuter) yang di lakukan

secara sah;

h. pembayaran sehubungan dengan tanda – tanda laba termasuk yang di terimah

sebagai penebusan tanda tanda laba tersebut;

i. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

j. bagian laba yang di terimah oleh pemengang polis

Model Modigliani dan Millers (MM) berpendapat bahwa pada Dasarnya

kondisi keputusan investasi yang given pembayaran. Deviden tidak relevan untuk

di perhitungkan karena tidak akan Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk

mendapatkan Keuntungan (earning powerd) dari asset perusahaan.Oleh karena itu

nilai perusahaan di tentukan oleh keputusan Investasi ,sementara keputusan

apakah laba yang di peroleh Akan di bagi dalam bentuk cash deviden atau di

tahan sebagai Laba yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

b. Teori reside dividen ( Residual dividend of theory)

laba yang di peroleh perusahaan dalam suatu periode sebenarnya adalah

untuk kesejahteraan pemegang saham,namun sebagian di bagikan kepada

pemegang saham sebagai deviden dan sebagian di tahan .untuk menahan laba

yang di peroleh perusahaan biasanya karena ada kesempatan investasi yang

menguntungkan .apabila keuntungan atas investasi saham atau lebih besar dari

tingkat keuntungan yang di syaratkan ,maka memang laba tidak sebaiknya di

bagikan kepada pemegang saham apabila ternyata keuntungan yang di
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syaratkan,dengan demikian residual deviden of theoryadalah sisal aba yang tidak

di investasikan kembali.

C. Dividen Model Walter (walter’s dividend model)

Teori deviden model walter ini berpendapat bahwa selama keuntungan

yang di peroleh dari investasi yang lebih tinggi di bandingkan dengan biayanya

,maka investasi tersebut cenderung akan meningkatkan harga saham atau nilai

perusahaan.”

Ada lima Jenis –jenis dividen yaitu :

a.Deviden Tunai ,ini merupakan cara pembayaran dividen yang d  lakukan oleh

perusahaan secara tunai .terkadang perusahaan membayarkan deviden tunai ini

sebanyak 2 atau 4 kali dalam setahun. Dana dari deviden tunai ini di ambilkan dari

laba di tahan yang di miliki oleh perusahaan sehingga secara otomatis berkurang.

b. Deviden Saham,deviden juga dapat di bagikan dalam bentuk saham , jika

perusahaan membagikan deviden jenis ini ,maka jumlah saham yang di miliki

pemilik akan bertambah .pembagian deviden saham ini tidak mengubah

kapasitalisasi pasar karena cara pembagiannya mirip seperti stock split dimana

pembayaran dividen saham di lakukan dengan cara menambah jumlah saham

sambil  mengurangi dari tiap-tiap saham.

c. Dividen Properti , ini merupakan pembayaran deviden melalui asset/aktiva selain

kas.ini dlakukan oleh perusahaan  karena perusahaan terkadang mengalami

kekurangan kas untu membayar dividen tunai.metode ini jarang di lakukan karena

selain rumit,cara ini juga tidak begitu di sukai oleh pemegang saham.
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d. Dividen Skrip,pembayaran deviden dengan metode ini di lakukan melaui surat

janji hutang oleh perusahaan kepada pemegang saham . perusahaan melalui surat

tersebut menyatakan bahwa yang akan datang akan membayar deviden dengan

jumlah tertentu kepada para pemegang saham .dengan di keluarkannya deviden

skrip ini,secara otomatis perusahaan akan mengakui adanya hutang baru , dan

hutang ini juga perlu di catat di neraca ,dan juga deviden jenis ini biasanya juga di

kenai bunga  sehingga perusahaan juga harus membayar bungahingga hutang

tersebut di bayarkan kepada pemegang saham .

e. Deviden Likuidasi, sesuai dengan namanya likuidasi merupakan bentuk

pembubaran/kebankrutan perusahaan , sehingga jika ada perusahaan yang

melakukan pembayaran deviden likuidasi , sebenarnya itu hanyalah pengembalian

modal yang di lakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham, jika deviden ini

di lakukan pembayaran karena perusahaan ini mengalami kebangkrutan ,maka

pembagian ini tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang baik.pembayaran ini

pun dilakukan jika perusahaan masih memiliki kekayaan (sisa kekayaan setelah

digunakan untuk membayar hutang-hutangnya),jika tidak ada sisa maka

pemegang saham tidak akan mendapatkan apapun alias zonk.

2. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan salah satu dari tiga keputusan keuangan

menyangkut pembagian laba yang akan di berikan kepada para pemegang saham

,apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen ,maka akan
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mengurangi laba yang akan di tahan dan selanjutnya mengurangi total sumber

dana intern dan internal financing.

Sartono (1999;4) memberikan defenisi tentang kebijakan

dividen,”kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang di peroleh

perusahaan dapat di bagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan

di tahan dalam bentuk lab di tahan guna pembayaran investasi dimasa yang akan

datang .”

Berbagai macam kebijakan deviden yang dilakukan oleh perusahaan

menurut Riyanto(2001;296) antara lain sebagai berikut.

a. kebijakan dividen yang stabil

b. kebijakan deviden dengan penetapan jumlah deviden minimal plus jumlah ekstra

tertentu.

c. kebijakan deviden dengan penetapan deviden payout ratio yang konstan .

d. kebijakan deviden yang fleksibel.

3. Devidend Payout Ratio

Deviden Payout Ratio merupakan ratio berapa besar proporsi deviden dari net

income perusahaan .apabila ratio ini makin besar,pemegang saham bias berharap

banyak bahwa deviden yang di bagikan relative makin besar pula dari net

income.artinya perusahaan memang mengalokasikan sebagian besar laba

bersihnya untuk berinvestasi lagi atau memenuhi keperluan perusahaan yang lain .
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Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2001;142),” Devidend Payout Ratio

merupakan persentase tertentu dari laba perusahaan yang di bayarkan sebagai

deviden kas kepada pemegang saham “.

Menurut Brigham dan Houston (2001;47) “Deviden Payout Ratio sebagai

persentase dari laba bersih yang harus di bayarkan kepada pemegang saham dalam

bentuk deviden “.

Menurut Fakhrudin dan Hariyanto(2001;47) .”Deviden Payout Ratio

menunjukkan besarnya laba yang di bayarkan kepada pemegang saham dalam

bentuk deviden “.

Menurut (et cetera 19@yahoo.com).” Devidend Payout Rasio diperoleh dari

membagi jumlah deviden yang di bagikan dengan laba bersih perusahaan pada

tahun buku yang di maksud”.dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Deviden Per Share
Devidend Payout Ratio = × 100%

Earning Per Share

Dari defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa dividend payout ratio

bagian dari perentase laba perusahaan yang berupa deviden kas yang menjadi

hak para pemengang saham, untuk memperoleh persentase hasil perhitungan

deviden payout ratio.

1.Earning per share (EPS)

Menurut Fakhruddin dan Harianto (2001;66)  “Earning per share (EPS) Modal

saham ”.yang di hitung dengan rumus sebagai berikut :
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Laba bersih
Earning per share = × 100%

Jumlah lembar saham
Menurut sutrisno (2000;373) “saham merupakan surat bukti kepemilikan

perusahaan atau penyertaan pada perusahaan  yang berbentuk perseroan

terbatas”.saham dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :saham biasa (common stock)

dan saham preferen (preferredstock )

1.Saham biasa (common stock) merupakan saham yang dibayarkan devidennya

bila perusahaan memperoleh laba ,pemengangnya memiliki hak suara dalam

RUPS,dan juga hak memperoleh keuntungan.

2.Saham preferen (preferred stock) adalah bentuk jenis saham yang devidennya

tetap di bayarkan walaupun perusahaan dalam kondisi rugi.pemiliknya tidak

memilki hak suara dan juga memiliki hak di dahulukan bila perusahaan di

likuidasi.

2.Deviden Per Share(DPS)

Deviden per share menunjukkan seluruh pembayaran deviden dalam

rangka per saham untuk melihat besarnya deviden per share di peroleh dari hasil

bagi antara deviden yang di umumkan dengan modal perusahaan .besanya deviden

yang d umumkan di peroleh dari keputusan rapat umum pemegang saham

(RUPS),Sedangkan modal saham untuk setiap tahunnya adalah sama .Fakhrudin

dan Hariyanto (2001:66) “deviden per share menunjukkan seluruh pembayaran

deviden dalam angka persaham “,dengan rumus sebagai berikut:

Deviden yang di umumkan

Deviden Per Share = × 100%

Jumlah lembar saham
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4. Pajak penghasilan dan Deviden Payout Ratio

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran bulanan pajak

penghasilan yang harus di bayar oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun

pajak berjalan sebagai mana di maksud dalam pasal 25 undang-undang pajak

penghasilan .angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut  dapat di jadikan

sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak yang di laporkan dalam surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.Besarnya pajak dalam tahun pajak

berjalan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah

sebesar pajak penghasialn  yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan

pajak penghasilan yag di potong atau di pungut serta pajak penghasilan yang di

bayar atau terutang diluar negeri yang boleh di kreditka sebagaimana di maksud

.Deviden adalah seabgian keuntungan perusahaan yang di bagikan kepada

pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar atau eputusan rapat pemengan

saham bukan deviden .pembagian keuntunganyang di terimah karyawan ,direksi

komisaris perusahaan ,bkan deviden sedangkan pembgian keuntungan yang di

terimah oleh pemengang tanda laba atau tanda pendiri di sebut devden pendiri.

Pembagian keuntungan khususnya ,pembagian deviden yang di bayarkan

dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kekayaan lain seperti ini harus di penuhi

dua persyaratan berikut :

a. Ada keuntungan yang menanggung pembayaran

b.Penyerahan kekayaan dalam bentuk uang tunai atau kekayaan lain senilai

pembagian keuntungan (outflow of asset ) kepada pemegang saham .
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berdasarkan dari laoparan keuangan yang menunjukkan bahwa  besarnya pajak

penghasilan perusahaan akan menurun sehingga deviden yang akan di keluarkan

oleh perusahaan relatif rendah.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang di

kemukakan,maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:“ Diduga bahwa

pajak penghasilan pasal 25 berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio

pada PT.Telkom (persero) Tbk. ”

D. PENELITIAN TERDAHULU

Gede pranata(2001-2014) meneliti tentang pengauh tariff pajak dan

kebijakan deviden  terhadap harga saham .penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui .pengaruh tarif pajak dan kebijakan deviden terhadap harga

saham,pengaruh tarif pajak terhadap harga saham ,penelitian ini

menggunakan jenis penelitian kuantitatif kasual .hasil penelitian

menunjukkan bahwa tariff pajak dan kebijakan deviden  berpengaruh

Terhadap harga saham sebesar 76,8 %,tarif pajak berpengaruh positif

terhadap harga saham sebesar 32.6%,kebijakan deviden berpengaruh positif

terhadap harga saham sebesar 17,5%.

Memen kustiawan (2010) meneliti tentang  pengaruh biaya akuisisi

terhadap beban pajak penghasilan ( suatu kasus pada PT.Telekomunikasi

Indonesia Tbk) metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

metode explanatory dengan menganalisis biaya akuisisi dan beban pajak

penghasilan perusahaan . hasil penelitiannya yaitusejak tahun 1995 hingga
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sekarang Telkom tercatat sebagai perusahaan public yang melakukan listing

di bursa efek new York selain pemerintah Republic Indonesia sebagai

pemengam saham seri A dan Dwiwarna dan mayoritas seri B(Saham biasa )

saham Telkom di miliki oleh pemodal investor Nasional asing.

Dr.Widyatmini SE,MM. dan Gian Pratama Putra meneliti tentang

Analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada dua perusahaan industri

jasa telekomunikasi (PT.Excelcomindodan PT.Indosat Tbk.) untuk

mendapatkan kelengkapan data dari informasi yang  dibutuhkan maka data

yang digunakan yaitu data sekunder sebagai metode penelitian kepustakaan

library research menthod penelitian ini dilakukan dangan cara melakukan

pengumpulan data yang berasal dari literature dll.hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melakukan kewajiban formal

yaitu melaksanakan pembukuan ,pelaporan dan pembayaran pajak secara

teratur  serta telah melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pada SPT

Tahunan yang sesuai dengan ketentuan .

Caesila Sri Haryanti (2010-2014) Meneliti tentang analisis perbandingan

pelaporan keungan untuk menilai kinerja keungan pada perusahaan

telekomunikasi studi kasus (BEI) ,Metode yang di gunakan adalah dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif  yaitu analisis di dasarkan

pada perhitungan data yang di gunakan berupa laporan keungan periode

2010-2014) dari PT.Telekomunikasi Tbk. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kinerja ketiga dari perusahaan tidak selalu mengalami kenaikan
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dalam periode lima tahun selalu mengalami atau terjadi kenaikan dan

penurunan .

Anne Erika Oktania(2013) meneliti tentang analisis profitabilitas dan

likuiditas dalam menilai kinerja keungan pada PT.Telekomunikasi

Indonesia.hasil dari metode penelitian ini adalah metode deskriptif karena

analisis tersebut mengemukakan uraian –uraian serta penjelasan dengan

membandingkan antara data yang di peroleh dari penelitian dengan dasar –

dasar teori yang ada.hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kinerja

keungan pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk.pada kurun waktu 2007-

2011 adalah profitabilitas PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk.yang tercermin

dalam laba setelah pajak yang di hasilkan menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya sehingga berdampak pada kinerja yang semakin membaik.

Gerry joel mailoa dan ratna ningtiyas widuri(2013) Meneliti tentang

penerapan akuntansi atas pendapatan berdasarkan PSAK NO 23 dan Ppn

pada PT.Telekomunikasi .metode penelitian  yang digunakan adalah

dekriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah

,keadaan atau peristiwa yang terjadi sebagai mana adanya. Hasil penelitian

pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Adalah perusahaan jasa yang

telah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan menggunakan

formulir SSP( surat setoran pajak ) paling lambat akhir bulan berikutya

setelah akhir masa pajak yang sesuai dengan undang-undang.

Priancka ida cahya posumah,meneliti tentang  evaluasi penerapan

pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.Telekomunikasi
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Indonesia Tbk. Manado.metode yang di gunakan dalam  penelitian ini

adalah metode kualitatif dan kuantitatif, hasil dari penelitian ini adalah dasar

pengenaan dan perhitungan Ppn pada PT.Telekomunikasi Indonesia

Tbk.Manado merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan

komunikasi dan jaringan wilayah Indonesia.

Zulia hanum,SE,M.SI Meneliti tentang analisis akuntansi pajak

penghasilan pasal 25 badan .bahwa pajak penghasilan pasal 25 badan di

kenakan atas laba yang di peroleh pperusahaan pajak tersebut merupakan

beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun

berjalan.untuk menghitung penghsilan menurut undang –undang pajak

penghasilan adalah dengan menghitung selisih seluruh penghasilan dan

jumlah biaya yakni biaya yang di peroleh berfungsi untuk mendapatkan

penghasilan menangih dan memelihara penghasilan, perhitungan pajak yang

benar sangat di harapkan oleh pemerintah agar tercapainya target

penerimaan pajak yang telah di tetapkan

I putu Budi Sanjaya,meneliti tentang analisis factor yang mempengaruhi

kebijakan deviden pada perusahaan public di Indonesia, metedo penelitian

ini purposive sampling yaitu pemilihan anggota sampel yang di dasarkan

pada kriteria tertentu ,berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara

simultan variabel kepemilikan manajerial ,kepemilikan institusional

pertumbuhan perusahaan dan kebijakan hutang berpengaruh sinifikan

terhadap kebijakan deviden maka hipotesis pertama dalam penelitian ini di

dukung.
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Wadzil habibah , meneliti tentang analisis kinerja keuangan PT.Telkom

Tbk.sebelum dan setelah launching produk flexi (studi kasus pada

PT.Telkom Tbk Divre IV Semarang). Metode yang digunakan adalah

metode deskriptif uji –t paired  sampel test .berdasarkan hasil penelitian

diaatas dapat di simpulkan bahwa ada perbedaan rata –rata antara

pendapatan operasi ,beban operasi, laba rugi operasi ,laba bersih antara

sebelum dan setelah launching flexi dan tidak ada perbedaan rata-rata NPM
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Tabel Penelitian terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode penelitian Hasil Penelitian
1 Gede Pranata,

Igusti Ayu
Purnamawati,
Made Pradana
Adiputra.

Pengaruh tarif
pajak dan

kebijakan deviden
terhadap harga

saham
(studi kasus pada
PT.Telekomunika
si Indonesia ,Tbk

periode 2001-
2014)

Jenis penelitian ini
.menggunakan jenis

penelitian
kuantitatif kasual
(hubungan sebab

akibat ) kuantitatif
kasua ladalah suatu

penelitian yang
menggambarkan
suatu generalisasi
atau menjelaskan
hubungan sebab

akibat dan
pengaruh dari suatu
variable terhadap

variabel lain.

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa

.
1.tarif pajak dan

kebijakan deviden
berpengaruh

terhadap harga
saham sebesar

76,8%.
2.tarif pajak

berpengaruh positif
terhadap harga
saham sebesar

32,6%.
3.kebijakan deviden
berpengaruh positif

terhadap harga
saham sebesar
17,5% dan.
4.tarif pajak

berpengaruh positif
terhadap kebijakan

deviden sebesar
31,3%.

2 Memen
Kustiawan

Pengaruh biaya
akuisisi terhadap

beban pajak
penghasilan

(suatu kasus pada
PT.Telekomunika
si Indonesia,Tbk).

Metode yang di
gunakan dalam

penelitian ini
adalah metode

explanatory
,dengan

menganalisis biaya
akuisisi dan beban
pajak penghasilan

perusahaan .

Sejak IPO. Tahun
1995 hingga

sekarang ,
TELKOM tercatat
sebagai perusahaan

public yang
melakukan listing di
bursa efek Jakarta

(Jakarta stock
exchange) .dan
bursa efek new

York ,selain
pemerintah Republik

Indonesia sebagai
pemengang saham
seri A Dwiwarna

dan mayoritas seri B
(saham biasa),

saham TELKOM
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dimiliki oleh
pemodal (investor)

nasional asing.

3 Dr.widyatmini
SE,MM.
Gianpratamaputra

Analisisperhitung
anpajakpenghasila
nbadanpadaduape
rusahaanindustrija
satelekomunikasi
(PT.EXCELCOM

INDO
PRATAMA
Tbk.dan PT.

INDOSAT Tbk.)

Untukmendapatkan
kelengkapan data

dariinformasi yang
di

butuhkan,makamen
ggunakan data

sekundersebagaiber
ikut:

Metodepenelitianke
pustakaan(library

research
method)penelitianin
idilakukandenganca
ramelakukanpengu
mpulan data yang

berasaldariliteratur–
literatur,buku-

bukuperpustakaan
,kumpulaninformasi

darijaringan
internet.

Hasilpenelitianinime
nunjukkanbahwaseti
apperusahaantelahm
elaksanakankewajib

an formal
yaitumelaksanakanp

embukuan
,pelaporandanpemba
yaranpajaksecaratera

tur
,sertatelahmelaksana
kanpelaporanpajakp
enghasilanpada SPT
tahunan,sesuaidenga
nketentuanhalini di
buktikandengan di

lakukannyakoreksip
ositifatasbiaya yang

non tasable.

4 Caecilia Sri
Haryanti

Analisisperbandin
ganlaporankeuang
anuntukmenilaiki
nerjakeuanganpad
aperusahaanteleko

munikasi
(Studikasus BEI)

metodeanalisis data
dalampenelitianinia
dalahdeskriptifkuan
titatifyaituanalisis
di
dasarkanpadaperhit
ungan.data yang
digunakanberupala
porankeuanganperi
ode 2010-2014.dari
PT.Telekomunikasi
Tbk.

Hasildaripenelitianin
imenunjukkanbahwa
kinerjaketigaperusah
aantidakselalumenga

lamikenaikan.
dalamperiode 5

tahunselaluterjadike
naikandan
penurunan

5 Anne Erika
oktania

Analisis
profitabilitas dan
likuiditas dalam
menilai kinerja
keuangan pada
PT.Telekomu

nikasi Indonesia .

Hasil dari Metode
penelitian ini
adalah metode
deskriptif .karena
analisis tersebut
mengemukakan
uraian –uraian serta
penjelasan dengan
membandingkan

Hasil penelitian ini
mengemukakan
bahwa kinerja
keuangan pada

PT.Telekomunikasi
indonesia Tbk.pada
kurun waktu 2007-

2011 adalah
profitabilitas
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antara data yang di
peroleh dari
penelitian dengan
dasar –dasar teori
yang ada.

PT.Telekomunikasi
indonesia Tbk. Yang
tercermin dalam laba
setelah pajak yang di

hasilkan yang
menunjukkan

peningkatan setiap
tahunnya.sehingga
berdampak pada

kinerja yang
semakin membaik.

6 Gerry joel mailoa
dan ratnaningtyas

widuri.(2013)

Penerapan
akuntansi atas

pendapatan
berdasarkan

PSAK NO 23 dan
Ppn pada

PT.Telekomunika
si  indonesia

Tbk.witel
surabaya -madura.

Metode penelitian
yang digunakan
yaitu deskriftif

yang terbatas pada
usaha untuk

mengungkapkan
suatu masalah
,keadaan dan

peristiwa yang
terjadi  sebagai
mana adanya.

Hasil penelitian
pada

PT.Telekomunikasi
indonesia

Tbk.adalah
perusahaan jasa

yang telah
melakukan

pembayaran atau
penyetoran pajak

yang telah di
lakukan dengan
menggunakan

formulir SSP(surat
setoran pajak)paling
lambat akhir bulan
berikutnya setelah
akhir masa pajak

sesuai dengan
undang –undang no

42 tahun 2009
tentang pajak

pertambahan nilai.
7 Priancka ida

cahya posumah
Evaluasi

penerapan
pemungutan pajak

pertambahan
nilain(PPN)  pada
PT.Telekomunika

siindonesia
Tbk.Manado

Metode yang di
gunakan dalam
penelitian ini

adalah metode
kualitatif dan
kuantitatif.

Hasil penelitian ini
adalah dasar

pengenaan dan
perhitungan PPN

pada PT.
Telekomunikasi

indonesia
Tbk.Manado

merupakan BUMN
yang bergerak di

bidang jasa layanan
komunikasi dan
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jaringan wilayah
indonesia.

8 Zulia hanum
SE,MSI

analisis akuntansi
pajak penghasilan
pasal 25 badan .

Metode analisis
data yang di
gunakan adalah

Bahwa pajak
penghasilan pasal 25

badan di kenakan
atas laba yang di

peroleh pperusahaan
pajak tersebut

merupakan beban
bagi wajib pajak

yang akan
mengurangi laba
perusahaan untuk

tahun berjalan.untuk
menghitung

penghsilan menurut
undang –undang

pajak penghasilan
adalah dengan

menghitung selisih
seluruh penghasilan

dan jumlah biaya
yakni biaya yang di
peroleh berfungsi

untuk mendapatkan
penghasilan

menangih dan
memelihara
penghasilan,

perhitungan pajak
yang benar sangat di

harapkan oleh
pemerintah agar

tercapainya target
penerimaan pajak

yang telah di
tetapkan .
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9 I Putu budi
sanjaya

analisis factor
yang

mempengaruhi
kebijakan deviden
pada perusahaan

public di
Indonesia

metedo penelitian
ini purposive

sampling yaitu
pemilihan  anggota

sampel yang di
dasarkan pada

kriteria tertentu

berdasarkan
hasil analisis
menunjukkan
bahwa secara

simultan
variabel

kepemilikan
manajerial

,kepemilikan
institusional
pertumbuhan
perusahaan

dan kebijakan
hutang

berpengaruh
sinifikan
terhadap
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D. KERANGKA PEMIKIRAN

PT.Telkom (persero) Tbk. Adalah salah satu Badan Usaha milik Negara

(persero) sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi,PT.Telkom( persero) Tbk.

Pada saat ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang setiap

tahun memperoleh laba yang sangat besar dan selalu mengalami peningkatan dari

tahun – ketahun .peningkatan laba yang di peroleh mengakibatkan pajak

penghasilan yang akan di keluarkan semakin besar dan deviden yang akan di

bagikan kepada pemengang saham semakin kecil.dengan meningkatkan pajak

kebijakan
deviden maka

hipotesis
pertama dalam
penelitian ini
di dukung.

10 Wadzil habibah analisis kinerja
keuangan

PT.Telkom
Tbk.sebelum dan
setelah launching

produk flexi
(studi kasus pada
PT.Telkom Tbk

Divre IV
Semarang).

Metode yang
digunakan adalah
metode deskriptif

uji –t paired
sampel test .

Berdasarkan  hasil
penelitian diaatas

dapat di simpulkan
bahwa ada

perbedaan rata –rata
antara pendapatan

operasi ,beban
operasi, laba rugi

operasi ,laba bersih
antara sebelum dan
setelah launching
flexi dan tidak ada
perbedaan rata-rata

NPM (NET PROFIT
MARGIN )
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penghasilan pada PT.Telkom (persero)Tbk .akan mengakibatkan menurunnya

deviden yang akan di bagikan ,dividen merupakan salah satu retun yang dapat di

peroleh investor yang memilki saham suatu emiten,selain capital gain.deviden

merupakan pembagian keuntungan secara langsung kepada investor yang dapat di

peroleh setiap tahun,setengah tahun atau perkuartal.

Deviden merupakan distribusi dari income yang di peroleh perusahaan kepada

para pemegang saham.pembayaran deviden ini sendiri. Bukanlah merupakan

biaya yang akan di gunakan untuk mengurangi pajak dan dananya di ambil dari

laba bersih sesudah pajak deviden merupakan suatu pembayaran yang sifatnya

permanen atas modal yang di serahkan oleh pemegang saham atau pemilik saham

apabila Ratio ini semakin besar,maka deviden yang akan di bagikan relativ makin

kecil dari net  income . artinya perusahaan memang mengalokasikan

keuntungannya saat itu untuk para pemegang sahamnya.sebaliknya jika ratio

makin kecil ,maka perusahaan mengalokasikan sebagian besar laba bersihnya

untuk berinvestasi lagi .dan apabila pajak yang d pungut oleh pemerintah atas

perusahaan tinggi maka deviden yang dibayarkan relative rendah

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam skema kerangka pikir pada

gambar yaitu sebagai berikut :
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Gambar 1:  kerangka pemikiran

PT. TELKOM(persero) Tbk.

Laporan keuangan
 Laporan laba / rugi konsolidasi

 Laporan perubahan modal konsolidasi

Pajak penghasilan pasal
25(X)

Devidend payout ratio(Y)

Analisis Data

Hasil Penelitian

Kesimpulan
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Dalam proses penelitian ini penulis memilih PT.TELKOM

(persero)Tbk. Yang bertempat di Makassar sedangkan waktu penelitian

berlangsung selama dua bulan . pada tanggal yang di rencanakan yaitu pada

tanggal 30 maret s/d 30 april 2017.

B. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapatkan data - data dan keterangan – keterangan yang di

perlukan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan teknik dokumentasi dimana metode pengumpulan data ini

berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa data- data sekunder yang

diperoleh dari PT. Telkom (persero) Tbk.

C. JENIS – JENIS SUMBER DATA

A. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. data kuantitatif , yaitu data yang di per oleh berupa laporan

keuangan.

b. data kualitatif ,yaitu data yang diperoleh melalui wawancara

dengan bagian \akuntansi dan pajak .



40

B. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah

a).Data primer, yaitu data yang belum di olah yang di peroleh dari

PT. Telkom

(persero) Tbk. Seperti pajak penghasilan pasal 25 pada dividend

payout ratio;

b).Data sekunder, yaitu data yang sudah di olah seperti laporan

keuangan, struktur organisasi,visi dan misi beserta sejarah berdirinya

perusahaan.

D. POPULASI DAN SAMPEL

A. Populasi

Menurut Dergibson ( 2000:9 ), bahwa “populasi adalah

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti ”.

populasi penelitian ini adalah laporan keuangan konsolidasi dalam hal

laporan laba rugi dan laporan perubahan modal serta loparan neraca pada

PT. Telkom ( persero ) Tbk.

B. Sampel

Menurut Dergibson (2000:9) , bahwa “sampel adalah sebagian

anggota populasi yang di ambil melalui prosedur tertentu sehingga dapat

mewakili populasinya “Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini



41

adalah menggunakan purposive sampling, teknik ini di lakukan atas dasar

pertimbangan penulis sendiri ,artinya dalam pengambilan sampel penulis

memilih langsung objek atau data yang di anggap up-date dan presentatif

untuk mewakili populasi

Dari penelitian ini maka dalam hal ini sampel di ambil dari data

selama lima tahun terakhir yaitu laporan keungan konsolidasi berupa

laporan laba rugi dan laporan perubahan modal serta laporan neraca pada

PT .Telkom (persero) Tbk.

E.DEFENISI VARIABEL DAN PENGUKURAN

Variabel adalah suata sebutan yang dapat di beri nilai angka

(kuantitatif) atau nilai mutu (kualitatif), variable merupakan

pengelompokkan secara logis dari dua atau lebih atribut dari objek yang

diteliti .Adapun jenis – jenis variable yaitu variabel terikat dan variabel

bebas,dimana variabel terikat adalah Deviden payout ratio yang di ukur

dengan rasio saham dan selanjutnya di rubah kedalam persen (%)

,sedangkan variabel bebas adalah pajak penghasilan pasal 25 yang di ukur

dengan rupiah (Rp).

Pengukuran variabel adalah penting bagi setiap penelitian sosial,

karena dengan pengukuran itu penelitian dapat menghubungkan konsep

yang abstrak dengan realitas .Adapun teknik pengukurannya yaitu   X=Y

di mana X adalah pajak penghasilan pasal 25 sedangkan di mana Y

adalah Devidend Payout Ratio (DPR).
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F. DEFENISI OPERASIONAL

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan ) yang

terutang oleh yang wajib membayar nya menurut peraturan –peraturan

,dengan tidak mendapat prestasi kembali ,yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan.

Deviden merupakan bagian laba yang di peroleh pemegang saham

atau pemengang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi

yang di peroleh anggota koperasi .

Deviden Payout Ratio merupakan ratio berapa besar proporsi

deviden dari net income perusahaan .apabila ratio ini makin

besar,pemegang saham bias berharap banyak bahwa deviden yang di

bagikan relative makin besar pula dari net income.artinya perusahaan

memang mengalokasikan sebagian besar laba bersihnya untuk berinvestasi

lagi atau memenuhi keperluan perusahaan yang lain .

G. METODE ANALISIS DATA

Dalam rangka pengujian hipotesis ,maka untuk mengetahui pajak pasal 25

dan deviden dari tahun ketahun selama periode pengamatan ,maka di lakukan

perhitungan persentase pajak penghasilan pasal 25 dan deviden dengan analisis

regresi .korelasi dan uji –t pajak penghasilan diambil langsung dari laporan

keuangan laba–rugi. sedangkan modal saham diambil dari data laporan keungan

neraca dan untuk deviden yang umum dapat di tunjukkan pada laporan ekuitas.
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Adapun rancangan analisis data ini adalah sebagai berikut :

a. Deviden payout ratio (DPR) di peroleh dengan menggunakan analisis

ratio saham .Fakhrudin dan Hariyanto (2001:66) mengemukakan bahwa

untuk menghitung ratio saham adalah sebagai berikut:

 Analisis earning per share (EPS)

Menurut Fakhruddin dan Hardiyanto (2001:66) ”earning per

share (EPS) modal saham, yang di hitung dengan rumus sebagai berikut:

Lababersih
Earning per share = × 100%

Jumlah lembar saham

 Analisis deviden per share (DPS) adalah hasil bagian antara

deviden yan g di umumkan dengan modal saham.

Deviden yang di umum

Earning per share = × 100%

Jumlah lembar saham

 Analisis deviden payout ratio (DPR) yaitu persentase dari laba yang

akan di bagikan sebagai cash dividend kepada pemegang saham.

Dividend per share

Deviden payout ratio = × 100%

Earning per share
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b. untuk menguji hipotesis di gunakan analisis regresi linear sederhana

yang dikemukakan oleh dergibson (2000;273) yaitu sebagai berikut :

Y = â + ß X + Ɛ

Y – b (x)

a =
n

n (XY) – (X) (Y)
b =

n ( X ²) – ( X ) ²

Keterangan :

Y = Deviden payout ratio

X  = Pajak penghasilan pasal 25

a = Konstanta

b = koefisien regresi ,yaitu besarnya pengaruh X

(pajak penghasilan pasal 25) terhadap Y (Dividen untuk mendapatkan

nilai korelasi dari variabel X dan Y dengan nilai korelasi berkisaran

antara -1 dan 1,dengan criteria sebagai berikut :

r = 0,maka kedua variabel tidak berkorelasi linear ;

r =-1,maka kedua variabel berhubungan negatife sempurna;

r =1,maka kedua variabel berhubungan pasitif sempurna .



45

di samping itu ,interprestasi kuat atau lemahnya hubungan variabel dapat diukur

dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. interprestasi korelasi menurut ukuran yang konservatif

0 Tidak ada korelasi

0,0 – 0,5 Korelasi lemah

0,5 – 0,8 Korelasi sedang

0,8 – 1,0 Korelasi kuat

1 Korelasi sempurna

Sumber :Dergibson (2000:272)
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d. untuk menguji signifikan pengaruh pajak penghasilan pasal 25 terhadap

deviden payout ratio dengan alat analisis uji parsial (uji –t) yang di kemukakan

oleh Dergibson (2000:273) sebagai berikut:

r (n-2)
t hitung =

(1-r2)

Keterangan :

t  = nilai t yang di hitung , selanjutnya di sebut t hitung

r = korelasi

n = jumlah sampel .

setelah di tentukan nilai a yang di gunakan keputusan pengujiannya

adalah :

jika l t hitung l adalah

< t a/2 (n-2) maka Ho ditolak

> t a/2 (n-2) maka Ho diterima.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat PT.Telkom (persero) Tbk.

Sejarah TELKOM berawal pada tahun 1856, tepatnya tanggal 23 oktober

1856,yaitu saat   pengoperasian telegrap elektromagnetik.pertama di Indonesia

yang menghubungkan antara Batavia (Jakarta) dengan buitenzorg (Bogor) oleh

Pemerintah Kolonial Belanda .

Selanjutnya pada tahun 1884 , didirikanlah perusahaan swasta yang

menyediakan layanan pos dan telegrap internasional .Layanan telepon mulai di

perkenalkan tahun 1882 sampai 1906,layanan telepon di sediakan oleh perusahaan

swasta . pada 1906, pemerintah colonial belanda membentuk lembaga pemerintah

untuk mengendalikan seluruh layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia .pada

1961,sebagian besar dari layanan ini di alihkan kepada perusahaan  milik

negara.pada 1965 pemerintah memutuskan pemisahan layanan pos dan

telekomunikasi ke dalam dua perusahaan milik negara ,yaitu PN Pos dan Giro PN

Telekomunikasi .

Pada tahun 1974 , PN Telekomunikasi di bagi menjadi dua perusahaan

milik negara ,yaitu perusahaan umum telekomunikasi (Perumel ) yang bergerak

sebagai penyedia layananan telekomunikasi domestik dan internasiaonal serta

PT.industri telekomunikasi Indonesia ( PT. INTI ) yang bergerak sebagai pembuat

perangkat Telekomunikasi .pada tahun 1980,bisnis telekomunikasi internasional
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di ambil alih oleh PT. Indonesian Satelit Corporation (Indosat) yang baru saja di

bentuk saat itu .

Selanjutnnya pada 1991,Perumtel mengalami perubahan status ,yaitu

menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama perusahaan perseroan

(persero) PT. Telekomunikasi Indonesia ,atau TELKOM .sebelum tahun 1995,

operasi bisnis TELKOM dibagi kedalam dua belas wilayah operasi ,yang di kenal

sebagai wilayah telekomunikasi atau witel ,setiap witel bertanggung jawab penuh

terhadap seluruh aspek bisnis di wilayahnya masing –masing ,mulai dari penyedia

layanan telepon hingga manajemen dan keamana properti .

Pada tahun 1995, TELKOM merombak ke dua belas menjadi tujuh divisi

regional (Devisi I  Sumatera ; Divisi II  Jakarta dan sekitarnya ; Divisi III Jawa

Barat ; Divisi IV Jawa Tengah dan di Yogyakarta ; Divisi V Jawa Timur ; Divisi

VI Kalimantan ; dan Divisi VII Indonesia bagian timur )  serta satu Divisi

Network .Dibawah sejumlah kesepakatan dengan mitra kerja sama operasi (KSO).

TELKOM  menyepakati pengalihan hak untuk mengoperasikan lima dari tujuh

divisi regional (Divisi regional I ,III,IV,VI dan VII) kepada konorsium swasta

.Dengan kesepakatan tersebut ,mitra KSO akan mengelola dan mengoperasikan

divisi regional untuk periode waktu tertentu,melaksanakan pembagunan

sambungan telepon tidak bergerak dalam jumlah yang telah di tetapkan dan pada

akhir periode kesepakatan ,mengalihkan fasilitas telekomunikasi yang telah di

bangun kepada TELKOM dengan kompensasi yang besarnya telah di sepakati

pendapatan dari KSO akan di bagi antara TELKOM dan MITRA KSO .
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Setelah krisis ekonomi Asia melanda Indonesia yang di mulai pada

pertengahan tahun 1997 , beberapa mitra KSO ,mengalami kesulitan dalam

memenuhi kewajibannya kepada TELKOM .TELKOM dalam hal ini

mengakuisisi mitra –mitra KSO di regional I ,III,dan VI serta menyesuaikan isi

kesepakatan KSO dengan mitra –mitranya di regional IV Dan VII untuk

memperoleh hak pengawasan pengambilan keputusan –keputusan keuangan dan

operasional di regional yang bersangkutan .

Pada tanggal 14 Nopember 1995, pemerintah melakukan penjualan

saham TELKOM melalui penawaran saham perdana ( initial public offering ) Di

Bursa Efek Surabaya ( keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia

pada bulan desember 2007 ) . saham TELKOM  juga tercatat di NYSE dan LSE

dalam bentuk Amerikan Deposito Shares ( ADSs ) dan di tawarkan pada publik  di

Bursa Efek Tokyo dalam bentuk public offering without listing .TELKOM saat

ini merupakan salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di

indonesia , dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di indonesia ,dengan nilai

kapitalisasi di perkirakan mencapai sekitar Rp.139.104 milyar per 31 Desember

2008 . pemerintah memiliki hak 52.47% dari keseluruhan saham TELKOM yang

di keluarkan dan beredar .Pemerintah juga memengang saham Dwiwarma

TELKOM , yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal- hal tertentu .

Kemudian pada tahun 1999 , industri Telekomunikasi mengalami

perubahan signifikan .undang- undang telekomunikasi NO. 36 (Undang-undang

telekomunikasi ) yang berlaku efektif pada bulan September 2000, merupakan

pedoman yang mengatur reformasi industri telekomunikasi .termasuk liberalisasi
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industri , memfasilitasi masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan

usaha yang sehat . reformasi yang di lakukan pemerintah kemudian menghapus

kepemilikan bersama TELKOM dan indosat di sebagian besar perusahaan

telekomunikasi di Indonesia .Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim

usaha yang kompetitif .Hasilnya,pada tahun 2001 TELKOM mengakuisisi 35,0%

saham indosat di telkomsel yang menjadikan total saham TELKOM  di Telkomsel

menjadi sebesar 77,7% .sementara Indosat mengambil alih 22,5% saham

TELKOM di Satelindo dan 37,7% saham TELKOM di lintasarta .pada tahun 2002

,TELKOM menjual 12,7% sahamnya di Telkomsel kepada Singapore Telecom

Mobile Pte Ltd ( SingTel Mobile ) sehingga kepemilikan saham TELKOM di

Telkomsel berkurang menjadi 65,0% . berdasarkan Undang – undang

Telekomunikasi .

Pada tanggal 1 agustus 2001, pemerintah mengakhiri hak ekslusif

TELKOM sebagai satu –satunya penyelenggara layanan telepon tidak bergerak d

Indonesia dan indosat sebagai satu-satunya penyelenggara layanan sambungan

langsung  internasional ( LSI ) .hak ekslusif TELKOM sebagai penyedia jasa

sambungan telepon lokal maupun sambungan langsung jarak jauh internasional

akhirnya di hapuskan pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2003 .pada tanggal 7

juni 2004 ,TELKOM mulai meluncurkan layanan sambungan langsung

internasional  tidak bergerak . pada 2005 TELKOM meluncurkan satelit

TELKOM -2 untuk menggantikan seluruh layanan transmisi satelitnya yang telah

di layani oleh satelit TELKOM sebelumnya , yaitu palapa B-4. Selain itu ,untuk

menjadi transmisi bacbone TELKOM  , satelit TELKOM-2  akan mendukung
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jaringan telekomunikasi Nasional untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi di

pedesaan dan multimedia .oleh karenanya ,TELKOM  telah meluncurkan delapan

satelit (termasuk palapa –A1)  ,yaitu palapa –A2 (1997-1985) ,Palapa B-1(1983-

1992) ,Palapa B2P (1987-1996) palapa B2R (1990-1999),Palapa –B4(1992-2004)

TELKOM -1 (1999-2008) .seluruh satelit ini telah menjadi bagian sejarah

pertelekomunikasian Indonesia.

B.STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi PT. Telkom (Persero) Tbk. Tediri dari tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut :

a. Kakandatel

Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi merupakan puncak dalam

pengelolaan usaha  dan jasa telekomunikasi yang bertanggung jawab

atas pencapaian sasaran operasional , penyelenggaraan jasa dan

pengelolaan perangkat telekomunikasi .

b. Deputy Kakandatel

Merupakan wakil Kakandatel yang secara fungsional membawahi

beberapa dinas dan unit organisasi dalam perusahaan ,deputy

kakandatel bertanggung jawab atas opersional kegitan yang di lakukan

pada unit tersebut .

c. Bagian Bang Bisnis (Pengembangan Bisnis )

Merupakan unit kerja yang bertanggung jawab atas perumusan

penyediaan strategi implementasi kebijakan ,metode program operasi,
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teknik pelayanan , pemasaran, pengembangan usaha, dan

pengendalian kinerja .

d. Bagian Sisfo ( Sistem Informasi )

Merupakan unit kerja pendukung yang bertanggung jawab atas

penyediaan dan pengelolaan system informasi untuk membantu

manajemen dalam pengendalian jalan dan kecepatan layanan kepada

pelanggan.

e.   Bagian SDM dan ADM ( Sumber Daya Manusia dan Administrasi )

Merupakan unit kerja penolong yang bertanggung jawab atas

penyediaan pendukung sumber daya kepada seluruh unit kerja dalam

perencanaan ,pendayagunaan , pengembangan dan pengadministrasian

serta dukungan lingkungan kerja yang aman dan nyaman .

f.   Bagian Keuangan

Merupakan unit kerja pendukung yang bertanggung jawab atas

perencanaan dan penyediaan dukungan finansial kepada unit-unit

kakandatel serta penyelenggaraan system akuntansi sesuai  dengan

kebijakan perusahaan .

g.  Bagian pembangunan listrik

Merupakan unit kerja pendukung yang bertanggung jawab atas

perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pendistribusian,

pengadministrasian dan pengendalian kesesuaian teknik .
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h. Dinas Operasi Harian Sentradaya

Merupakan unit kerja yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran

operasi dan pemeliharaan perangkat sentral telepon , transmisi dan

perbaikan perangkat telekomunikasi di kakandatel.

i. Dinas Operasi Harian Jaringan di Kakandatel

Merupakan unit operasional yang bertanggung jawab atas pencapaian

sasaran operasi dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan meliputi

jaringan kabel dan non kabel

j. Dinas Niaga

Merupakan unit operasional yang bertanggung jawab atas pencapaian

sasaran bisnis jasa telekomunikasi serta melaksanakan strategi retensi

pelanggan potensial melalui peran account management.



54

STRUKTUR ORGANISASI

PT. TELKOM ( Persero ) Tbk.

Sumber : PT.Telkom (Persero)Tbk.

KAKANDATEL

DEPUTY

KAKANDATEL

SEKERTARIAT
KAKANDATEL

BAGIAN BANG BISNIS

BAGIAN SISFO

BAGIAN SDM & ADM

BAGIAN KEUANGAN

DINAS OPHAR SENTRA DAYA

DINAS OPHAR JARINGAN
AKSES PLG

DINAS NIAGA

KANOPTEL

KACANTEL
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C.VISI DAN MISI

VISI:Menjadi perusahaan yang unggul dalam menyelenggarakan

telekomunication ,Information ,media education dan services (times)

dikawasan regional .

MISI :menjadi layanan times yang berkualitas tinggi dengan harga yang

kompetitif ,Menjadi modal pengeloaan korporasi terbaik di Indonesia .
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

a. kegiatan usaha

Untuk mengimbangi permintaan konsumen akan jasa Telekomunikasi yang

beraneka ragam PT.TELKOM (Persero) Tbk .telah menyediakan berbagai jenis

jasa telekomunikasi dasar di Indonesia,yang termasuk jenis jasa telekomunikasi

antar pengirim dan penerima tanpa disertai memeproses atau pengubahan

,diantaranya telepon ,teleks,telegram ,sircuit berlangganan ,kenal telekomunikasi

dan data pusat (kabel,serat optic,saluran radio,atau transponder satelit),sedangkan

yang termasuk dalam jenis bukan dasar adalah yang diselenggarakan dengan

memakai kemampuan komputer dan fasilitas telekomunikasi lainnya untuk

memproses dan memodifikasi bentuk data yang terkadang didalmnya,seperti jasa

e-mail,store and forward facsimile dan abbreviated dialing.

Adapun berbagai jenis jasa yang diselenggarakan oleh

PT.Telkom(Persero)Tbk diantaranya sebagai berikut:

a) Jasa yang diselenggarakan melalui PTSN (Public Telephone Switch

Network)

1.jasa telepon dalam negeri

2. jasa interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain’

b). jasa sumbangan telepon bergerak seluler

c). jasa satelit
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d).jasa lainya :

1. jasa VSTA  (Very Small Aperture)

2. jasa LAN (Lokal Area Network).

b. Bentuk Kerja sama PT.Telkom (Persero ) Tbk dengan pihak lain.

Telkom menyertakan para pemodal swasta  untuk membiayai

pembangunan  prasarana jaringan ,penyediaan jasa khusus dan

pelaksanaan di verifikasi operasinya dalam bentuk kerja sama partisipasi

badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dengan

Telkom dapat berbentuk perusahaan patungan ,kerjasama operasi dan

kontrak manajemen.bentuk kerja sama yang telah ada antara lain dalam

bentuk kerja sama pola bagi hasil (PBH) dan kerja sma operasi(KSO)

a. Perusahaan patungan

Telkom mempunyai kepemilikan berbagai perusahaan

patungan yang menyelenggarakan usaha –usaha yang

berhubungan dengan telekomukasi seluler (Telkomsel) ,PT.

Satelit Palapa Indonesia (satelindo) ,PT.Radio Telepon

Indonesia (Ratelindo) ,PT.Telekomindo Prima Bhakti

(Telekomindo),PT. Komunikasi Seluler Indonesia

(Kamselondo) ,PT.Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) ,PT.

Pasifik  Satelit Nusantara ( PSN) , PT.Bangtelido yang juga

merupakan anak prusahaan dan perusahaan afiliasi Telkom

.
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b. Pola Bagi Hasil ( PBH )

Kerja sama pola bagi hasil di terapkan  untuk mendukung

rencana pengembangan sarana ,jaringan serta fasilitas

telekomunikasi . bentuk kerja sama ini di gunakan untuk

membiayai pengembangan jaringan Fixed Wireline dan

jasa sambungan telepon bergerak selular ( STBS)  Nasional

. dalam kerja sama ini ,secara umum pemodal swasta

membiayai dan membangun proyek tertentu dari

pendapatan yang di hasilkan oleh proyek tersebut selama

periode tertentu yang di sepakati atau suatu saat di mana

tingkat imbal hasil investasi pemodal yang telah di setujui

tercapai . pemodal swasta memiliki hak kepemilikan secara

umum atas semua jaringan atau fasilitas yang telah mereka

dirikan sampe masa bagi hasil berakhir dan satelah itu

kepemilikan tersebut akan di alihkan kepada Telkom

Sebagian besar PBH (Pola Bagi Hasil ) mempunyai

persentase pembagian pendapatan 30% Untuk Telkom dan

70% bagi hasil

c. Analisis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan di ambil langsung dari laporan keuangan laba-

rugi,sedangkan modal saham  dari data laporan keuangan tersebut
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di  peroleh dari kantor daerah Telkom (Persero) Tbk Makassar

kemudian di olah untuk melihat Deviden  Payout Ratio yang di

hasilkan oleh  PT.Telkom (Persero) Tbk. Dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2016 dimana laba sebelum pajak di peroleh dari

laporan keuangan laba/rugi yang setiap tahunnya mengalami

perubahan ,begitupun dengan pajak penghasilan pasal 25

perusahaan PT.Telkom (persero) Tbk. Laba sebelum pajak pada

PT.Telkom (Persero) Tbk  .pada tahun 2012 sebesar Rp.

11.451.795 sedangkan pajak penghasilan sebesar Rp. 3.791.280 di

mana persentase pajak penghasilan pasal 25 terhadap laba sebelum

pajak sebesar 33,11% di peroleh dari pajak penghasilan di bagi

dengan laba sebelum pajak . pada tahun 2013 laba sebelum pajak

mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.297.600 menjadi sebesar RP.

12.749.385 dan pajak penghasilan pasal 25 juga naik sebesar Rp.

475.831 menjadi sebesar  Rp.4.267.111 sehingga persentase pajak

penghasilan pasal 25 terhadap laba sebelum pajak mengalami

kenaikan sebesar 0,36%  menjadi 33,47% . selanjutnya pada tahun

2014 laba sebelum pajak PT.Telkom (persero) Tbk . kembali naik

sebesar Rp. 3 492. 029 dan juga pajak penghasilan kembali naik

sebesar Rp.1 452 .533 menjadi Rp. 5.719.644 sedangkan

persentase pajak penghasilan pasal 25 terhadap laba sebelum pajak

naik sebesar 1.75% menjadi 35.22% dan pada tahun 2015 laba

sebelum pajak naik  drastis sebesar Rp. 5.752 .181 menjadi sebesar
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Rp. 21.993.605  dan pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp. 1.377.

558 menjadi sebesar Rp. 7.097.202 dan persentase pajak

penghasilan pasal 25 terhadap sebelum pajak turun 2.95% menjadi

sebesar Rp.32.27% pada tahun 2016 laba sebelum pajak naik

sebesar Rp. 3.602 948 menjadi sebesar Rp.25.595 .653 begitupun

pajak penghasilan pasal 25 naik sebesar Rp. 136.672 menjadi

sebesar Rp. 7.233.874 sedangkan persentase pajak pasal 25

terhadap laba sebelum pajak mengalami peningkatan sebesar

4.01% menjadi 28.26% . uraian di atas dapat  di tunjukkan pada

tabel berikut ini :

Tabel 1. Deskripsi data PT. Telkom (persero) Tbk tahun 2012-2016

Tahun Laba sebelum
Pajak

Pajak
penghasilanPasal 25

PersentasePph Pasal
25 terhadap

Laba sebelum pajak
2012 11.451.795 3.791.280 33.11

2013 12.749.395 4.267.111 33.47

2014 16.241.424 5.719.644 35.22

2015 21.993.605 7.097.202 32.27

2016 25.595.653 7.233.874 28.26

Sumber : Data olahan

d. Analisis Devident Payout Ratio

Devident payout ratio adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar

persentase tertentu dari laba perusahaan yang di bayarkan sebagai devident kas
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kepada pemengang saham .devident payout ratio merupakan kebijakan deviden

yang di atur berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan dalam rapat umum

pemengang saham ( RUPS ) dan merupakan distribusi dari income yang di

peroleh perusahaan kepada pemengang saham dan sebagai alat pembayaran

yang sifatnya permanen atas modal yang di serahkan oleh pemengang saham

atau pemilik perusahaan .berdasarkan data pada tabel 1di atas makadi lakukan

perhitungan rasio saham dengan mengggunakan rumus yang di kemukakan

oleh Fakhruddin dan Hadianto (2001:66) sebagai berikut .

a.  Analisis earning per share ( EPS ) adalah laba perlembar saham yang

diperoleh dengan membagi laba bersih dengan modal saham .

laba bersih
earning per share =

jumlah lembar saham

b.   Analisis dividend  per share ( DPS ) adalah hasil bagi antara deviden

yang di umumkan  dengan modal saham .

deviden yang di umumkan
dividend per share =

jumlah lembar saham

c.  Analisis Devidend payout ratio (DPR ) yaitu persentase dari laba yang

akan dibagikan sebagai cash dividend kepada pemengang saham .

Devidend per share
Devidend Payout Ratio = ×  100%

Earning per share
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Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus di atas ,di peroleh nilai persentase

DPR sebagaimana di sajikan dalam tabel 2 di bawah ini .

Thn Jumlah
Lembar saham

Pajak
penghasilan
pasal 25(%)

Deviden yang
diumumkan EPS DPS DPR

2012 10.079.999.640 33.11 3.338.109 603.89 370.89 61.42

2013 20.159.999.279 33.47 3.043.614 304.03 150.97 49.66

2014 20.159.999.279 35.22 2.021.227 196.89 144.99 73.59

2015 20.159.999.279 32.27 4.400.000 545.91 218.25 39.98

2016 20.159.999.279 28.26 5.082.050 637.75 252.09 39.53

Sumber : Data olahan

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah pajak

penghasilan pasal 25,jumlah lembar saham dan deviden yang di umumkan

pada PT. Telkom ( persero ) Tbk. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

berubah setiap tahunnya dan terlihat pula deviden mengalami perubahan .

pada tahun 2012 pajak penghasilan pasal 25 yang di peroleh perusahaan

sebesar 33.11%dan jumlah lembar saham sebesar 10.079.999.640, maka

deviden yang di umumkan sebesar  Rp. 3.338.109.00 . sedangkan EPS

Rp.603.89 dan DPS yang di bagikan sebesar Rp.370.89 sehingga DPR yang

dibagikan sebesar 61.42% .selanjutnya pada tahun 2013 pajak penghasilan

pasal 25 mengalami kenaikan sebesar 0.36% menjadi sebesar 33.47% begitu

pula jumlah lembar saham naik menjadi 20.159.999.279 dan deviden yang di

umumkan turun sebesar  Rp. 294.495.00 menjadi sebesar Rp. 3.043.614.00

kemudian EPS tahun 2013 turun sebesar Rp.299.89 menjadi Rp.304.03 dan
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DPS mengalami penurunan juga sebesar Rp.219,92 menjadi sebesar

Rp.150.97 terlihat pula DPR mengalami penurunan sebesar 11.76% menjadi

49.66% . pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 kembali mengalami

kenaikan sebesar 1.75% menjadi sebesar 35.22% dan jumlah lembar saham

masih tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 20.159.999.279 namun

untuk deviden yang di umumkan atau deviden kas perusahaan menurun

sebesar  Rp. 122.387.00 menjadi sebesar Rp. 2.921.227.00 sedangkan EPS

pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.107.14 menjadi sebesar

Rp. 196.89 demikian juga DPS yang di bagikan pada tahun tersebut sedikit

menurun sebesar Rp.6.07 menjadi sebenar Rp. 144.90 namun untuk DPR

yang di bagikan mengalami kenaikan sebesar 23.93% menjadi 7.59% pada

tahun ini perusahaan mengalami peningkatan pajak penghasilan pasal 25

berarti pembagian deviden menurun . selanjutnya pada tahun 2015 pajak

penghasilan pasal 25 menurun sebesar 2.95% menjadi 32.27% dan jumlah

lembar saham masih tetap 20.159.999.179, maka deviden yang di umumkan

perusahaan naik sebesar  Rp. 1.478.773.00 menjadi sebesar Rp.4.400.000.00

sedangkan untuk EPS dan DPS yang dibagikan pada tahun 2015 naik sebesar

Rp.73.35 menjadi sebesar Rp. 218.25 namun sebaliknya DPR yang dibagikan

mengalami penurunan sebesar 33.61% menjadi 39.98% .kemudian pada tahun

2016 pajak penghasilan menurun drastic sebesar 4.01% menjadi sebesar

28.26% dan jumlah lembar saham masih tetap sama 20.159.999.179 , maka

deviden yang diumumkan perusahaan naik sebesar Rp.682.050.00,menjadi

sebesar Rp.5.082.050.00 , sedangkan untuk EPS tahun 2016 kembali
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meningkat sebesar Rp.91.84 menjadi Rp.637.75 dan DPS yang dibagikan

pada tahun 2016 naik sebesar Rp.33.84 menjadi sebesar Rp.252.09 namun

sebaliknya DPR yang dibagikan mengalami penurunan sebesar 0.45%

menjadi sebesar 39.53%.

e. Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 25 Terhadap Devidend Payout

Ratio  Pada PT.Telkom (Persero) Tbk.

Sebelum melakukan analisis pengaruh pajak penghasilan pasal 25 (X)

terhadap deviden payout (Y) pada PT.Telkom (Persero) Tbk.,maka di bawah ini di

sajikan data mengenai variabel-variabel tersebut sebagi berikut :

Tabel 3: Keterkaitan pajak penghasilan pasal 25 (X)  terhadap dividend

payout ratio (Y) pada PT.Telkom (Persero) Tbk. Dari tahun 2012 sampe dengan

tahun 2016 ( angka pada tabel dinyatakan dalam bentuk % ).

Tahun       Persentase Perubahan Pph Devidend Payout Ratio

Pasal 25 terhadap laba                                   (%)
Sebelum pajak

2012                      33.11                                                61.42
2013                      33.47 49.66
2014                      35.22                                                73.59
2015                      32.27                                                39.98
2016 28.26                                                39.53

Sumber : Data olahan
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Berdasarkan data pada tabel 3 maka di peroleh hasil pengolahan analisis

regresi sederhana dengan program SPSS ( Statistic Produc and Service Solution )

12 for windows berikut ini .

Tabel 4. Hasil perhitungan R Square besarnya pengaruh pajak penghasilan

pasal 25 (X) terhadap Devidend Payout Ratio ( Y ).

Model R R Square Adjusted R
Square

Std .Error of
The  Estimate

1 .779á
.608

.477 10.58621

Sumber :Hasil Olahan SPSS

a. Predictor ( Costant ) ,X (%)  (Pajak Penghasilan Pasal 25)

b. Dependent Variabel :  Y (%) ( DPR

Tabel 5. Uji t  pengaruh penghasilan pasal 25 Terhadap

Devidend Payout Ratio (Y) .

Model

B Std .Error

Standardized T Sig

1 (Costant)

Pph

-90.429

4.413

66.638

2.045

779

-1.357

.268

.120

Sumber : Hasil olahan SPSS

b. Dependent Variabel : DPR
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a. Analisis Regresi

Hasil analisis regresi yang di tunjukkan pada tabel 5. Di

peroleh persamaan Y= -90.429 + 4.413 ,yang berarti setiap

penambahan variabel bebas (pajak penghasilan pasal 25 ) sebanyak

1%,maka akan meningkatkan tingkat variabel terikat ( dividend

payout ratio) sebesar 4.413, besarnya konstribusi pengaruh variabel X

terhadap variabel Y dapat dilihat dari R Square .hasil perhitungan

berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya R Square

adalah 0.608 . Hal ini yang berarti bahwa kontribusi pajak penghasilan

pasal 25 terhadap dividend payout ratio sebesar 60.8% .

b. Analisis Korelasi

Berdasarkan analisis korelasi di peroleh nilai korelasi

pajak penghasilan pasal 25 dengan dividend payout ratio yang

tergolong sedang ,di mana di peroleh nilai koefisien korelasi ( r ) =

0.779,yang di tunjukkan pada tabel 4.

c. Uji-t

Uji-t dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh

secara langsung dari variabel paja/

k penghasilan pasal 25 ( X ) terhadap dividend payout ratio ( Y )

.adapun keputusan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan adalah

jika t-hitung ≥ t-tabel dan nilai propabilitas lebih kecil ɑ =0.05 maka

dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan pasl 25 (X) tidak

berpengaruh terhadap dividend payout ratio (Y) .Berdasarkan
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persyaratan tersebut ,maka pengaruh pajak penghasilan pasal 25 (X)

terhadap dividend payout ratio (Y)  dapat dijelaska hasil perhitungan

Uji-t  yang di sajikan pada tabel 5. Yang menunjukkan bahwa nilai t-

hitung = 2.155 ˂  t-tabel = 3.182 selain itu ,nilai probabilitas pajak

penghasilan pasal 25 (X)  sebesar 0.154 ˃ ɑ = 0.05.

B. PEMBAHASAN

a. Pajak penghasilan pasal 25

Berdasarkan hasil analisis selama lima tahun yang menunjukkan

bahwa pajak penghasilan pasal 25 yang di peroleh perusahaan PT. Telkom

(persero) Tbk. dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dimana setiap tahunnya

mengalami perubahan .pada tahun 2012 pajak peghasilan pasal 25 mengalami

kenaikan sebesar 33,11%.selanjutnya pada tahun 2013 pajak penghasilan pasal 25

mengalami kenaikan sebesar 0,36% menjadi sebesar 33,47%.selanjutnya pajak

penghasilan pasal 25 tahun 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,75%

menjadi 35,22% dan pada tahun 2015 pajak penghasilan pasal 25 mengalami

penurunan sebesar 2,95% menjadi sebesar 32,27%.kemudian pada tahun 2016

pajak penghasilan pasal 25 turun kembali sebesar 4,01% menjadi sebesar 28,26%.

b. Devidend Payout Ratio

Berdasarkan hasil analisis selama lima tahun 2012 sampai dengan

2016 yang menunjukkan bahwa dividend payout ratio (DPR) .untuk tahun 2012

devidend payout ratio sebesar 61,42% dan pada tahun 2013 devidend payout ratio
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yang dibagikan mengalami penurunan sebesar 11,76% menjadi sebesar 49,66%

.Hal ini di sebabkan karena meningktkan pajak penghasilan yang harus dibayar

oleh PT.Telkom (persero) Tbk. Dan pada tahun 2014 terlihat dividend payout

ratio mengalami kenaikan sebesar 23,93% menjadi sebesar 73,59%. Pada tahun

2014 ini perusahaan mengalami peningkatan yang cukup pesat di mana

PT.Telkom (persero)Tbk. Akan membagi DPR. Selanjutnya pada tahun 2015

DPR PT.Telkom (persero) Tbk. Yang dibagikan mengalami penurunan sebesar

33,61% menjadi sebesar 39,98%. Dan pada tahun 2016 terlihat DPR  yang akan

dibagikan mengalami penurunan sebesar 0.45% menjadi sebesar 39.53%

c. Pengaruh pajak penghasilan pasal 25 terhadap Devidend Payout Ratio.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan

sebagai berikut : Y= -90,429 + 4,413 X , yang berarti bahwa nilai konstanta

sebesar -90,429 adalah besarnya dividend payout ratio (Y) yang dapat dicapai

tanpa memperhatikan tinggi rendahnya pajak penghasilan pasal 25 , sedangkan

nilai koefisien regresinya sebesar 4,413X ,yang berarti bahwa setiap

bertambahnya laba sebanyak 1% maka akan menjadi peningkatan sebesar 4,413%

terhadap dividend payout ratio.

Analisis selanjutnya untuk mengetahui besarnya korelasi pajak

penghasilan pasal 25 (X) dengan dividend payout ratio (Y) diperoleh nilai r

=0,779 .nilai tersebut menunjukkan korelasi sedang ,sedangkan koefisien

diterminasi adalah R² = 0,608 atau 60,8% yang berarti bahwa kontribusi pajak
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penghasilan pasal 25 terhadap dividend payout ratio adalah 60,8% sedangkan

sisanya 39,2% ditentukan oleh factor lain .

Kemudian analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak penghasilan

pasal 25 terhadap yang di lakukan oleh uji –t ,diperoleh nilai t-hitung sebesar

2,155 sedangkan nilai t-tabel pada taraf kesalahan 0,05 dan dk = n-2 (5-3) = 3

diperoleh nilai 3,182 diperoleh dari tabel nilai-nilai dalam distribusi t(lihat

lampiran ) yaitu pada taraf kesalahan 0,05 pada kolom ke-3 .hal ini menunjukkan

bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu 2,155 ˂ 3,182, selain itu nilai

probabilitas pajak penghasilan pasal 25 (x) sebesar 0,120 ˃ ɑ = 0,05 .hal ini

berarti variabel X (pajak penghsilan pasal 25 ) tidak berpengaruh terhadap

variabel Y (dividend payout ratio ) pada PT.Telkom (persero) Tbk. Sehingga

hipotesis yang diajukan bahwa “ diduga pajak penghasilan pasal 25 berpengaruh

secara signifikan terhadap dividend payout ratio pada PT.Telkom (persero) Tbk. ”

ditolak . hal ini disebabkan karena variabel pajak penghasilan pasal 25 sering

mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak sejalan dengan variabel

dividend payout ratio.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pajak penghasilan pasal

25 terhadap dividend payout ratio pada PT.Telkom (persero) Tbk.

Dapat di simpulkan sebagai berikut :

a. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan persamaan Y = -

90,429 + 4,413X yang berarti bahwa nilai konstanta sebesar –

90,429 adalah besarnya dividend payout ratio (Y) yang dapat di

capai tanpa memperhatikan tinggi rendahnya pajak penghasilan

pasal 25 ,sedangkan nilai koefisien regresinya sebesar 4,413X,

yang berarti bahwa setiap bertambahnya pajak penghasilan pasal

25 sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan sebesar 4,413X

terhadap dividend payout ratio.

b. Besarnya korelasi pajak penghasilan pasal 25 dengan dividend

payout ratio yaitu sebesar 0,779 ,dimana hubungannya tergolong

sedang. Sedangkan koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar

60,8% dan sisanya 39,2% ditentukan oleh factor lain.
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c. pajak penghasilan pasal 25 tidak berpengaruh terhadap dividend

payout ratio yang akan dibayarkan atau dikeluarkan oleh

PT.Telkom (persero) Tbk.yang dapat dilihat dari hasil analisis

yang telah dilakukan oleh penulis.

B. SARAN

a. Berdasarkan kesimpulan penelitian pada PT.Telkom (persero)

Tbk. Maka saran yang diberikan sebagai berikut : PT.Telkom

(persero) Tbk. Hendaknya lebih meningkatkan besarnya

dividend yang dibagikan kepada para pemengan saham ,sebab

kebijakan deviden juga merupakan sumber informasi bagi

investor lain ,dimana sebagian besar investor akan

menambahkan modalnya apabila deviden yang dibagikan

perusahaan cukup besar.

b. Kemudian laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu

periode sebenarnya adalah kesejahteraan pemegang saham

,namun sebagian dibagikan kepada pemengang saham sebagai

deviden dan sebagian ditahan .untuk menahan laba yang di

peroleh perusahaan biasanya karena ada kesempatan investasi

yang menguntungkan ,apabila keuntungan atas investasi

saham atau lebih besar dari tingkat keuntungan yang di
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syaratkan ,maka memengang laba tidak sebaiknya dibagikan

kepada pemegang saham dan sisa laba yang tidak di investasi

kembali .

c. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan

peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan

kena pajak perusahaan .pajak penghasilan merupakan salah

satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan

rakyat ,pemungutannya telah diatur dengan UU sehingga dapat

memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan di

dalam Negara maka dari itu seorang wajib pajak harus

membayar pajaknya sesuai dengan pendapatannya masing-

masing.
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